
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA

PE'RATURAN OAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT-II BLORA
NOMOR  16 TAHUN 1998

TENTANG

•RETRIBUST PASAR GRQSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

Menlmbang  : a^ bahwa   dengan  telah  dltetapkannya  Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagal pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pa)ak Daerah dan Retrlbusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabuparen Daerah TIngkat II Blora tentang
Pa)ak Oaerah dan Retrlbusi Oaerah perl-u
disesualkan;

b, bahwa untuk melaksanakan penyesualan sebagalmana
dlmaksud huruf a diatas, maka perlu manyusun dan
menetapkan Peraturan Oaerah Kabupaten Oaerah
Tingkat IT'Blora tentang Retrlbusi Pasar Qroslr Dan
Atau Pertokoan^

Mengingat  ^ 1,. Undang ••••undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang . Pern-
bentukanDaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
PropinsIJawa Tengah  (Berita Negaa Republik
IndonesiaTahun 1950)^

2^. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerlntahan 01 Oaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O37);

3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara PIdana (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 1981  Nomor: 76,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Oaerah Dan RstribusI  Oaerah  (  Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

.  "5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retrlbusi  Oaerah  (Lembaran  Negara   Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55,,  Tambahan Lembaran

^         Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

6. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994

'." .



Henetapkan  ; PERATURAH  OAERAH  KABUPATEN DAERAH UNQKAT  II  BLORA
_TLNTANCi RLTRIBUSl PASAR GROSIR DAN A TAD PERTOKOAN^

DAB I

KETEM rUAN UHUH

Pasal 1

Oalam Peraturan Oaerah inl yang ciimaksud dengan :
a. Oaerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat. 11 Blora,
b,, Pemorintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Oaerah Tingkat  IT

Blora;
c„ Kepala Daerah adalah Bupati Kepaia Oaerah Tingkat IT Blora;
cD, Pasar  Uroslr  Dan Atau Pertokoan adalah  grosir  berbagai  ienis

Parang,  termasuk tempat peleiangan ikan.. ternak, hasii bumi  dan
fasllitas  pasar / perrtokoan yang o'ikontrakan, yang disediakan  /
dlselenggarakan olah Pemerlntah Oaerah,  tidak  terrnasuk  yang
dlsedlakan oieh Perus^haan Oaerah (PO), Pasar dan Pihak Swasta;

e, RetrlbusI  Pasar  Qroslr Dan Atau Pertokoan  yang selanlutnya
dlsebut retribusi, adaiah pungutan daerah sebagal pernbayaran  atax-

pemanfaatan/penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau  pertokoan
yang  dlsediakan oleh ^'emerl ntal; Daerah;

7.. Peraturan fienter i Dai am Negsr i wmor 2 Tanun .Pee,
ten tang ';ier ubahan Peraturan nenterl Da .l^m Negesa

Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksannan Anggaran
Pendapatari dan Belan)a Oaerah:

3.. K^putusan Mentor! Oalam Negerl Nomor d^ fahun x993
tentan^ Bentuk Peraturan • oaerah Dan Peraturan

0a^r ah Perubahan;

9,, Keputusan Mente-ri Oalam Hegeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Oaerah
tentang Paj ak uan Retr1busi Dasrah;

iO,, Keputusan nentsri Da.lam Negeri Nomor .1/4 T a hurt 1997

tentang Tata Cara Pamungutan Ratribusi oaerah^

11., Keputusan Heritor! Da lam Negeri Nomor 17'i Tahun 19v7
tentang Tata Cara Pemerlksaan 01 Bidang RetriOusI
Daorah;;

12.. Keputusan nenteri Oalam Negeri. Nomor 4^ Tahun 1999

tentang tentang Tata Naskah DInas Di Lingkungan
Pemorinfcah Kabupaten/Kotamadya Oaerah Tingkat II;;

13., Keputusan Menterl Da lam Negeri Nomor 119 Tahun J.99C
tentang Ruang LingKup dan lenis-.ien.is Retribusi
Daerah Tingkat: I clan Oaerah iingkat II,^

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat IL Blora
Nomor 6 Tahun i.988 tentang Penyidik Pegawal Negeri
Cipil 01 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Oaerah
Tingkat II Blora ( Lembaran Oaerah Kabupaten Oaerah
Tingkat II Blora Tahun i.908 Nomor 5 Deri 0 Nomor
4 ).-

Oengan  persetujuan Oewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten  Oaerah
Tingkat II Blora



f „ Rumah Toko yang seianjutnya <:1:i singkat Ruko adalah banguriaii  totap
berbentuk  rumah dan toko yang dibangun dillngkungan pasar  yang
disedlakan oleh Pemerintah Oaerah;,

g., Foko/KIcs adalah bangunan ^e tap dl pasar da lam bcorr.uk oetak yang
Peru:i riding   keJi.ling  dan  berpintu,,  yang  dipergunakan   untuk
Per •} ualan:;

h,. uudang adalah banqunan tetap d:i pasar  da lam bentuk pstak  vang
herd!ndi rig Roil ling dan berpinxu.. yang dipergunakan untuk menyini-
pan/m^nimbun barang;;

i, Wajib Retribusl  adalah orang pribadi. atau badan  yang men up ut.
p^raturan per uno'an^-undangan retribuo:). diwajibkan untuk me.!, akukati

pembayaran  retribusi, termasuk pemrsngut atau pemotong  retiubusl
tertentu:

1. burat  Pember i tabuan Retripuoi Daerah yang ^eban j utnya  dislrigkat
3P7HD adaJah  surat yaiig dlgunakarf ojen wa.iib  r etr-lbu^ 1  untuk
melapoi'-kan  perhltungan  dan pembayaran rot:gibusi  yang  terutang
menurut Peraturan Daerait

k. Surat Ketetapan Petribusi Oaerah yang oolaniutnva disingkat  3KRD
adalah Surat Keputusan vang menentukan beoarnya jumlah  retrll>uoi
terutang:

1,.. Masa Potribus>i adalah ouatu iangka waktu tertentu yang  msr upakan
batas^  waktu bagi ^ajib  rotr Lousi untuk memanf aa.t.kari jasa   csar.i

Peme r i n tab  Dao r a is::
ni... Surat  Kefcetapan Retrtbuoi siaerah Kurang Bayar  varrg  oelanj uknyn

disingkat 3KR0KU adalah surat keputu^an yang merjentukan  besar nya
rearibusi daerah yang terutang:;

n Surat Ketetapan Retrobusi  Oaerals Kurang Oayar  Tamr>ab:in yang
se 1 anj utnya   disingkat  SKPOKBT  adalah  surat  He-putusan  v^ng
menentuKan  tamb-ahari atas  ..i urn la!,- retribusj  ciaeran yang te.lah
d.i. fcetapkan,

o,, Surat  Tagihan ftetribusl Oaerah ya^g selatv] utnya  dtsingkat  3TRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
admlnistra^l berupa bunga dan atau denda.

B d B   II

HRm^ OpyPK DON SUBYPK RPTRIBDSr

Pasal   2

Nama Retrlbu^t adalah Retribusi Pasar Prosir Dan Atau Pertokoan.,

Pasai s

Obyek  Retribusi  adalah  set .lap pemanf aatan/ponggunaan  fasilitas
pasar groslr dan atau pertokoan,

Pasal  4

Subyek  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  meman •
faatkan/menggunakan fasilitas  pasar grosir dan atau per-tokoan..

B A B  I J I

OiOLON^AN Kb TRI BUS 1

Pasai 5

Retribusi Ini te; masuK (^oiongan Retribusi tasa Usaha,.

B A B  IV

CARA HENAUKUR TJNGKAT FCNQOUNAAN it ASA



Pasal 6

fingkat penggunaan jasa retrlbusl diukur berdasarkan lokasl,  luas
dan fasilitas yang tersedia.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN. STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal  7

Prinsip penetapan tarlp retrlbusl adalah untuk biaya : admlnlstrasl,
pembangunan, perawatan. pengaturan, kebersihan dan pembinaan^

Pasal  8

Struktur  dan besarnya tarlp retribusi sebagalmana tercantum daiarn
Lamp!ran Peraturan Oaerah Ini.

B A B  VI

TATA CARA PEMUNGU7AN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  9

(1)Retrlbusl  dipungut  dengan menggunakan 3KRD atau dokumen  lain
yang dIpe rsama ka n.

(2)Peroungutan retrlbusl  pada prinslpnya tldak dapat dialihkan
kepada plhak k^tiga/diborongkan.

(3)Retrlbusl terutang dalam masa retribusi^  terjadi  pada saat
mendapatkan pelayanan dari pemanfaatan / penggunaan fasilitas
pasar grosir dan atau pertokoan.

(4)Hasil pungutan retribusi sebagaimana dlmaksud Pasal 8 Peraturan
Oaerah Ini disetor ke Kas Oaerah secara brutto

Pasal 10

(1)^etlap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2)SPTRO sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal  ini,  diisi dengan
^elas,  benar dan lengkap serta ditandatangani  oleh  Wajifo
Retribusi  atau kuasanya^

(3)Bentuk, isi dan tata cara pengistan 3PTRD ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Pasal  11

Retribusi dipungut di Wilayah Oaerah.

B A B   VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  12

(1) Kepala Oaerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran retrlbusl terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah saat terutang.



(2)3KRD,  3KR0KB, SKROKBT, 3TR0, Surat Keputusan Pembetulan,  Surat
Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
retribusi  yang harus dibayar. bertambah, harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbit-
kannya.

(3)Kepala Oaerah atas permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dari  Wajib Retribusi, dapat member!kan persetujuan
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran
retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 t (dua persen) setiap
bulan.

(4)Tata cara pembayaran, tempat pembayaran,  penundaan pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Oaerah.

BAB  IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  13

(1)Retribusi  terutang  berdasarkan 3KR0.  SKROKB,  SKROKBT,  STRO.
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebenaran dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
Retribusi pada waktunya dapat ditagib dengan Surat Paksa..

(2)Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KAOALUWAR3A

Pasal .14

(1)Penaglhan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka  waktu
3  (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya  retribusi,
kecuali  apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dl
bi da ng retribusi.

(2)Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat  (1)
pasal ini, tertangguh apabila :
a.Olterbltkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau^
b.Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi balk iang-

sung maupun tidak langsung..

B A B   XI

TATA CARA PENQHAPUSAN PIUTAN^ RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal  15

(1)Plutang retribusi  yang tidak mungkin ditagih lagl  karena  hak
untuk melakukan penaglhan sudah kadaluwarsa dapat cilhapus,,

(2)Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagal dimaksud ayat  (I) pasal
Ini.

BAB VII

SANKSI AOMIN13TRAS1



Pasal  ,16

Oalam hal Wajib Retribusi tldak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar^ dikenakan sank-si admlnistrasl berupa bunga sebesar
2 I: (dua person) setiap fouian darl bes&rnya retribusi terutang yang
tidak atau kurang bayar dan dltaglh dengan menggunakan BIRD,

BAB XII

PELAK3ANAAN DAN PEN8AWA3AN

Pasal  17

(1)Pelaksanaan  tokens atas berlakunya Peraturan  Oaerah  ini
ditetapkan oleh Kepala Oaerah.

(2)Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Oaerah ini, dilakukan oleh
Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora,  Bagian Ketertiban dan
Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah^

(3)Kepada Aparat Peiaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat.
(1) dan ayat (2) pasal Ini, diberikan biaya operasional  yang
besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala
Oaerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah„

B A B  XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal  18

Pelanggaran terhadap ketentuan-• ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,
dapat dlancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang

B A B  XIV

P E N V I 0 1 K A N

Pasal  19

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bldang retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang • undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana,

(2)Wewenang Penyidik sebagaimana  dimaksud ayat  (1)  pasal  ini,
adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana d.i bidang retribusi
daerah daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadl
lebih lengkap dan jelas;

b Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang prlbadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
tersebut;

c Memlnta keterangan dan barang bukti darl orang prlbadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah;



MBA
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LORA

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  20

(1)Hal-ha1 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,  sepanjang
mengenai  pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah^

(2)Peraturan Daerah Ini mulal borlaku pada tanggal dlundangkan-

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah,

XVB A B

d, Memerlksa buku-buku, catatan -catatan dan doktimen-dokuroen lain
berkenaan dengan tlndak pidana di bidang retribusl daerah;

e Melakukan penggelsdahan untuk mendapatkan barang buktl
pembukuan, pencatatan,, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang buktl tersebut;

f.Heminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidlkan tindak pidana di foidang retribusl daerah;

g,(ienyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
roemeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dlfoawa
•sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h- Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

I, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j . Henghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidi

kan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum.,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampai. Ran hasll penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai ciengan ketentuan yang cllatur Oalam
Undang undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana^
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ctengan badan-badan
profesionalIsmenya
Ikut melaksanakan sebaglan
tan jenls retribusi

a.Penggunaan Toko/klos beserta  peruma•••

hannya (Rukoj^
b,Penggunaan Toko/kios;
c Penggunaan Warung;
d Penggunaan Tempat Penyimpanan/penlm-

bunan Parang;
e. Penggunaan  Tempat  Bongkar   Muat

Barang;;
f Penggunaan Tempat Bongkar Muat Ternak

(Baduk);
g. Penggunaan Mandi„  Cuci  dan  Kakus

( MCK);
h. Penggunaan Pasar Hewan;
i Penggunaan Pasar Buah dan Polowi^o.

Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu
bentuk badan usaha yang mellputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah ctengan nama dan da lam bentuk apa-
pun, persekutuan, perkumpulan, firma.,

kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya,.

yang dimaksud ctengan jasa usaha adalah
kegiatan Pemerlntah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilltas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinlkmatl orang pribadl atau badan
dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor
swasta;

Cukup jelas,.

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang
dipersamakan antara lain berupa karcis
masuk^ kupon, kartu langganan^

Yang dimaksud dengan t.idak dapat dlborong-
kan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pernungutan retribusi tidak dapat di^erah-
kan kepada plhak ketiga. Namun dalam
pengertlan inl bukan berarti bahwa
Pemerlntah Daerah tidak dapat. be ken.} a sama
dengan plhak ketlga. Dengan sancjat selek-
tif dalam proses pemungutan retribusi,
Pemerintah  Oaerah dapat bekerja  sama

tertentu yang karena
layak dlpercaya untuk

tugas pemungu-

lebih efislen^
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak
dapat ciikerjasamakan dengan plhak ketlga
adalah kegiatan perhltungan besarnya
retribusi terutang,, pengawasan penyetoran
retribusi dan penagihan retribusi„

Cukup jelas.Pasal 9 ayat (3)
s/d ayat (4)

Pasal 6 s/d Pasal 3

Pasal 9 ayat (I.)

Pasal 9 ayat (2)

Pasal 5

Pasal 4
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Cukup jelas,.Pasal 20

; Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum
adalah menyerahkan hasil penyidlkan
kepada Penuntut Umum me.la.lui Penyidik
Polri.

Pasal 19 ayat (3)

s/d Pasal 19; Cukup jelas.Pasal 15
ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang
secara tidak langsung adalah wajib
retribusi tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa la mengakui
mempunyai utang retribusi kepada
Perne r i nta h Dae r a h.

Oalam bal diterbitkan Surat Teguran,
kadaluwarsa  penagihan  dihitung.  sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran terse-
but.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang
retribusi secara langsung adalab wa^iifo
retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah
Oaerah.

Cukup jelas.

• Kewajiban untuk mengisi SPTRD berlaku
bagi wajib retrlbusi yang menggunakan
jasa pelayanan pernsrintah Daerah secara
t.e rus menerus, periociik da.n ber 1 angga-
nanw mlsal : bulanan, tahunan-

-• Bagi wajib retribusi yang menerima jasa
pelayanan secara langsung dan tidak
periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi
3PTRD dan pembayaran retribusi dapat
menggunakan karcis dan dokumen lain.

Cukup ^elas.

huruf b

Pasal 10 ayat (2)
s/d ayat (3)

Pasal 11 s/d
Pasal 14 ayat. (1)

Pasal 14 ayat (2)
huruf a

Pasal 10 ayat (i)



pembukaan pasar!

penbukaan pasar!

pakai       !

pakai       !

pakai       i
Pembukaan pasar!
pembukaan pasar!

penbukaan pasar!

penbukaan pasarJ

penbukaan pasar!
bulan/abunenen !
bulan/abunenen !
pembukaan pasar!

bulan/abunenen !

bulan/abunenen !

bulan/abunenen i

6       !

KETERANGAN     !

Sekali

Sekali

Sekali

Sekali

Sekali
Sekali
Sekali

Sekali

Sekali

Sekali
Setiap
Setiap
Sekali

Setiap

Setiap

Setiap

300

200

300

200

100
250
250

250

500

400
500
900
100

1.

1.

1.000

500

000

5

Ill

1.

3.

( 
KLAS

JASAR

300

200

300

200

100
250
250

250

500

400
750
000
100

200

000

000

4

1.

I.
1

1.

2.

3.

( F
1 KLAS II

)
I

KLASIFIKASI f

300

200

300

200

100
250
250

250

.500

400
.000
.000
100

.500

.500

.000

3

Rp

1

2
2

1

2

3

(
KLAS

per ekor.
tenpat bongkar muat hewan
per kuintal.
Tenpat bongkar nuat barang

Mandi per orang.
orang.

Tenpat buang air besar per
orang.
Tenpat buang air kecil per
Ruangan Gudang per n2.
Peninbunan barang per 2.
per n2.
Penyinpanan barang/glodok
kerbau, babi).
Hewan Besar per ekor (sapi
bing, biri-biri).
Hewan Kecil per ekor (kam~
Restoran per n2.
Warung per n2.
Warung per n2.
daIan per n2.
Toko/Kios nenghadap  ke
Iuar per n2.
Toko/Kios menghadap  ke
nahannya (Ruko) per n2.
Toko/kios beserta  peru-

2

JENIS Q^N KEGIATAN
<

16.

15.

14

13,

12,
11.
10.

9.

•y
6.
'i.
4.

3.

2.

1.

1

NO.

TARIP RETRIBUSI PASAR 6R0SIR OAN ATAU PERTGKOAN

Lanpiran : Peraturan OaerahKabupaten Daerah
Tingkat II BloraNonor 16 Tahun 1908
tentang RetribusiPasar arosir clan atau
Pertokoan.



HAROJOPRAWIRO, HBAJfONO

LA DAERAH TINQKAT II
BL0RA

\ ^•

Bl

I ^/ v
;

LQRA

2 tahun sekali     {
2 tahun sekali     |

2 tahun sekali      !

!

6       I

4.000
5.000

15.000

•

1    5

5.000
7.500

17.500

4

! 7.500
10.000

20.000
•

• •

1

.  3

3. Warung
2. Toko/klos

nya (Rwko)
1. Toko berikut peruaahan-

aaterai ) :
( sudah teruasuk biaya
kan oleh Peaerintah Oaerah
kios, warung yang disedia
runahannya (Ruko), toko /
kontrak toko berikut per-
registrasi terhadap jasa —
Pendaftaran ulang / her -

2

II.

1


